Menimbang

a.

WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



Mengingat

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2016;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan

WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 766.578.358.598,- bertambah /(berkurang)
sejumlah Rp. 37.001.161.134,- sehingga menjadi Rp. 803.579.519.732,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 715.614.780.080,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.369.544.240,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 736.984.324.320,-
2. Belanja
a. Semula Rp. 766.578.358.598,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 37.001.161.134,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 803.579.519.732,-
Defisit setelah perubahan Rp. (66.595.195.412,-)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
a. Semula Rp. 59.963.578.518,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.451.339.728,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 71.414.918.246,-



b. Pengeluaran
a. Semula Rp. 9.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.180.277.166,-)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.

4.819.722.834,-
66.595.195.412.-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
(1) Semula Rp. 86.115.554.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 10.559.573.242,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.

b. Dana perimbangan

(1) Semula Rp. 597.999.226.080,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (10.537.003.080,-)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

96.675.127.242,-

. 587.462.223.000,-

(1) Semula Rp. 31.500.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 21.346.974.078,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 52.846.974.078,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah
(1) Semula Rp. 18.177.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 2.877.000.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp

. 21.054.000.000,-



b. Retribusi daerah

(1) Semula Rp. 4.690.778.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (180.000.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.510.778.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1) Semula Rp. 10.882.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 3.030.063.042,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.912.063.042,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
(1) Semula Rp. 52.365.776.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.832.510.200,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 57.198.286.200,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,-
b. Dana transfer umum
(1) Semula Rp. 432.203.601.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 432.203.601.000,-
c. Dana transfer khusus
(1) Semula Rp. 165.795.625.080,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (10.537.003.080,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 155.258.622.000,-



4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah
(1) Semula Rp. 5.000.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (3.026.000.000,-)
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 1.974.000.000,-
b. Dana darurat
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

(1) Semula Rp. 26.500.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 12.844.771.068,-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 39.344.771.068,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah perubahan Rp. 0,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 11.528.203.010,-
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 11.528.203.010,-
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Pasal 3
(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung
(1) Semula Rp. 348.860.110.500,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 11.127.756.386,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 359.987.866.886,-
b. Belanja Langsung
(1) Semula Rp. 417.718.248.098,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 25.873.404.748.-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 443.591.652.846,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai
(1) Semula Rp. 337.906.514.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. (381.956.127,-)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 337.524.557.873,-
b. Belanja bunga
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,-
c. Belanja subsidi
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-
d. Belanja hibah
(1) Semula Rp. 9.845.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 10.395.895.000,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 20.240.895.000,-
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e. Belanja bantuan sosial

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 0,-

f. Belanja bagi hasil

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan
(1) Semula Rp. 908.596.500,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 908.596.500,-
h. Belanja tidak terduga
(1) Semula Rp. 200.000.000,-
(2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.113.817.513,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.313.817.513,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai
(1) Semula Rp. 12.197.611.500,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 181.954.500,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 12.379.566.000,-
b. Belanja barang dan jasa
(1) Semula Rp. 205.825.882.311,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 13.669.123.113,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 219.495.005.424,-
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c. Belanja Modal

(1) Semula Rp. 199.694.754.287,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 12.022.327.135,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 211.717.081.422,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
(1) Semula Rp. 59.963.578.518,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 11.451.339.728,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 71.414.918.246,-
b. Pengeluaran
(1) Semula Rp. 9.000.000.000,-
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (4.180.277.166,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 4.819.722.834,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
(1) Semula Rp. 59.963.578.518,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 11.442.894.628,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya.
setelah perubahan Rp. 71.406.473.146,-
b. Pencairan dana cadangan
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-



(3)
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp.
d. Penerimaan pinjaman daerah
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

(1) Semula Rp. 0,-

(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah perubahan Rp.

f. Penerimaan piutang daerah

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 8.445.100,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
(1) Semula Rp. 9.000.000.000,-
(2) Bertambah / (berkurang) (Rp.  (4.180.277.166,-)
Jumlah penyertaan modal (investasi)

8.445.100,-

Pemda setelah perubahan Rp. 4.819.722.834,-
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c. Pembayaran pokok utang

(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah
(1) Semula Rp. 0,-
(2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 5

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk
meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan/atau saham pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana dipersyaratkan
oleh Bank Indonesia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Ila : Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV  : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

S. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis

Belanja dan Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran V  : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



(1)

(2)

(3)
(4)

(S)
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Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII : Daftar Kegiatan- Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Ini;

Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak;

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum
tersedia atau tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan walikota dan
memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
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Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Desember 2016

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.

ZULKARNAIN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (235/2016)
.. Sa"lihan;‘SCs_uai dengan aslinya
7. ¥Kepala Bagian Hukum dan Organisasi




